BUPATI BIAK NUMFOR
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TAHUN 2022
YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi, tertib

administrasi dan penyesuaian beban belanja
pengadaan/pembelian barang dan perjalanan yang relevan,
dapat dipertanggungjawabkan yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021,
perlu ditetapkan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman
penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD);

. bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Satuan Harga Regional yang digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

. bahwa Keputusan Bupati Biak Numfor Tahun 2021 tentang

Penetapan Revisi Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah
Kabupaten Biak Numfor yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga pada Tahun 2022
sehingga perlu dilakukan penyesuaian,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a; huruf b dan huruf ¢ diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga
(SSH) Tahun 2022 Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang ......



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Penggantian Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 346);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawab Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan ......
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22,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia omor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;



23.
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2018 Nomor 4);

34, Peraturan ..... i



34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 );

35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);

36. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun
2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN
STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TAHUN 2022 YANG DIBIAYAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

1) Standar Satuan Harga (SSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai
acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dan bukan untuk penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS).

2) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh
berdasarkan hasil survei menjelang diadakannya pengadaan dengan
mempertimbangkan informasi seperti yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan.

Pasal 3

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan
sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen)
sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun
2022.

Pasal 4

1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis
barang yang ditentukan, harga satuan yang berlaku pada saat
pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

2) Dalam ......



2) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan harus memenuhi asas
akuntabilitas dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran dan efektifitas
program sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

1) Pengadaan barang yang dilakukan melalui sistem katalog elektronik, harganya
mengacu pada harga yang tertera pada katalog elektronik pada waktu
pelaksanaan.

2) Standar Satuan Harga (SSH) untuk kendaraan bermotor operasional dinas,
suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan ditetapkan
mendasarkan pada harga dasar yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal
Pemegang Merk (ATPM) dan harga penerbit.

3) Standar harga satuan obat-obatan non generik mendasarkan harga netto
apotek.

4) Standar harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

5) Standar harga satuan untuk bidang jasa yang tidak tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini berdasarkan harga pasaran dengan memperhatikan
aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas,

Pasal 6

Apabila ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang tidak
menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) ini wajib melampirkan Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebelum membuat Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dengan tetap memenuhi asas Akuntabilitas.

Pasal 7

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai akibat fluktuasi mata
uang rupiah yang berdampak nasional, maka dilakukan peninjauan kembali
terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar schap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 6 September 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP
Diundangkan di : Biak
pada tanggal, 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA



BERITA DAERAH KABUPATEN

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004




